ABSTRAK

Ustad Adil, 3230130023, Urgensi Kenotariatan Syariah Di Indonesia: Kritik Hukum Islam
Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Kontribusinya
Terhadap Hukum Ekonomi Syariah

Problem akademik dalam penelitian ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang
Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang belum secara khusus mengatur persyaratan
kompetensi notaris dalam bidang akad-akad syariah bagi notaris yang menjalankan fungsi
kenotariatan pada Lembaga Keuangan Syariah. Kajian ini penting mengingat pesatnya
perkembangan ekonomi syariah yang memerlukan layanan kenotariatan sesuai prinsip dan
ketentuan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) pengaturan jabatan notaris dalam
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dilihat dari perspektif hukum Islam, 2) urgensi kenotariatan
syariah dalam prakik ekonomi syariah, 3) konsep regulasi kenotariatan syariah dalam sistem
hukum Indonesia, 4) kritik hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Jabatan Notaris, 5) kenotariatan syariah dapat memperkuat infrastruktur hukum
ekonomi di Indonesia secara konseptual dan praktis.

Untuk mempertajam hasil penelitian dan pembahasan ini, peneliti menggunakan
kerangka teori yang digunakan adalah Maqashid Syari’ah Jasser Auda sebagai Grand Theory,
Hukum Progressif Satjipto Rahardjo sebagai middle theory serta hukum perubahan menurut
Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah sebagai applied theory.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis
normatif, serta studi literatur yang mendalam terhadap regulasi yang ada. Dalam tinjauan teori,
penelitian ini membahas peran notaris dalam sistem hukum Indonesia dan ketidakcocokan
antara prinsip-prinsip syariah dan pengaturan kenotariatan dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pengaturan jabatan notaris dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, jika dilihat dari perspektif hukum Islam, berhubungan
dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan transparansi. Notaris memiliki kewenangan
untuk menyusun dan mengesahkan dokumen yang memiliki kekuatan hukum. Namun, jika
notaris tidak memahami ketentuan syariah, dapat terjadi benturan dengan prinsip-prinsip Islam.
Dalam hal ini, notaris berfungsi menjaga keabsahan transaksi sesuai dengan hukum syariah.
Kedua, kehadiran kenotariatan syariah sangat penting dalam ekonomi syariah, baik secara
filosofis, yuridis, sosiologis dan praktis karena menghubungkan hukum negara dengan prinsip-
prinsip syariah dalam transaksi. Notaris syariah memastikan bahwa perjanjian sesuai dengan
hukum Islam dan menghindari praktik yang melanggar prinsip syariah. Peran notaris syariah
vital dalam mewujudkan ekonomi syariah yang transparan dan adil, serta membangun
kepercayaan masyarakat. Ketiga, regulasi kenotariatan syariah belum sepenuhnya
terakomodasi dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 belum
mencakup ketentuan untuk transaksi syariah. Diperlukan regulasi khusus dan pendidikan untuk
notaris syariah agar dapat memastikan transaksi sesuai dengan prinsip Islam. Keempat bahwa
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris tidak akomodatif terhadap
prinsip hukum Islam, tidak progressif terhadap perkembangan zaman serta tidak relevan
dengan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia. Dan kelima kenotariatan syariah dapat
memperkuat infrastruktur hukum ekonomi Indonesia dengan memberikan validitas terhadap
transaksi berbasis syariah. Hal ini penting untuk menjaga prinsip-prinsip ekonomi syariah
seperti keadilan dan transparansi.



ABSTRACT

Ustad Adil, 3230130023, The Necessity of Sharia Notaries in Indonesia: A Critical Analysis
Based on an Islamic Law Number 2 of 2014 Concerning the Notary Positions and Its
Implications for Sharia Economic Law

The academic problem in this research stems from the provisions of Law No. 2 of 2014
concerning the Position of Notary, which does not specifically regulate the competency
requirements for notaries in the field of sharia contracts for notaries performing notarial
functions in Islamic financial institutions. This study is important considering the rapid
development of the Islamic economy, which requires notarial services in accordance with
sharia principles and provisions.

This study aims to analyze: 1) the regulation of the notary position in Law No. 2 of
2014 from an Islamic legal perspective, 2) the urgency of Sharia notaries in the practice of
Sharia economics, 3) the concept of Sharia notary regulation in the Indonesian legal system, 4)
a critique of Islamic law on Law No. 2 of 2014 concerning the Notary Position, and 5) how
Sharia notaries can strengthen the legal infrastructure of economics in Indonesia conceptually
and practically.

To sharpen the results of this research and discussion, the researcher uses the theoretical
frameworks used: Maqashid SyarT'ah by Jasser Auda as the Grand Theory, Progressive Law by
Satjipto Rahardjo as the Middle Theory, and the Law of Change according to Ibn Qayyim al-
Jauziyyah as the Applied Theory.

The research method employed was descriptive analysis with a normative juridical
approach, along with an in-depth literature review of existing regulations. In this theoretical
review, this study discusses the role of notaries in the Indonesian legal system and the
incompatibility between Sharia principles and notarial regulations in Law Number 2 of 2014.

The research results show that, first, the regulation of the notary position in Law
Number 2 of 2014, when viewed from an Islamic legal perspective, is related to sharia
principles such as justice and transparency. Notaries have the authority to draft and validate
legally binding documents. However, if a notary does not understand sharia provisions, it can
conflict with Islamic principles. In this case, a notary's function is to maintain the validity of
transactions in accordance with sharia law. Second, the presence of sharia notaries is very
important in the sharia economy, both philosophically, juridically, sociologically, and
practically because it connects state law with sharia principles in transactions. Sharia notaries
ensure that agreements comply with Islamic law and avoid practices that violate sharia
principles. The role of sharia notaries is vital in realizing a transparent and fair sharia economy,
as well as building public trust. Third, Sharia notary regulations have not been fully
accommodated within the Indonesian legal system. Law No. 2 of 2014 does not yet include
provisions for Sharia transactions. Special regulations and education are needed for Sharia
notaries to ensure transactions comply with Islamic principles. Fourth, Law No. 2 of 2014
concerning the position of notary does not accommodate Islamic legal principles, is not
progressive with current developments, and is not relevant to the needs of the Indonesian
Muslim community. Fifth, Sharia notaries can strengthen Indonesia's economic legal
infrastructure by providing validity to Sharia-based transactions. This is crucial for maintaining
Sharia economic principles such as fairness and transparency.
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